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Oleh :
Bambang Budiyanto2

Abstrack
Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 
Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia. 
Political parties are the only organization that can become participants in the 
elections and nominate candidates to fill political positions. One of the authorities 
of political parties is to nominate candidates of legislators both at the central and 
regional levels. In addition to nominating candidates for members of Parliament, 
political parties also have the authority to dismiss members of political parties 
in the Parliament. Departing from this issue, this study discusses two main 
problems related to the authority of political parties against the dismissal of the 
members of the House of Representatives in Indonesia as well as on construction 
of the arrangements for the provision of dismissal of members of parliament 
tied to corruption.This research was conducted with the use of normative legal 
research conducted through an analysis of the norms of the legislation.The 
study results show that political parties have a very important role in democracy 
and runningthe country. In addition to the authority ofnominating candidates 
to fill political positions in the executive and legislative, political parties are 
also given the authority to replacement and dismissal of members of the House 
of Representatives. Related to the dismissal of members of the party sitting in 
Parliament, the political parties should set very important conditions such as 
the problem of corruption. This serves as a precautionary measure and efforts 
to realize corruption-free state officials, because corruption has a very serious 
impact on the life of the nation. Thus the judicial review provided for in Article 16 
of Law No. 2 of 2011 concerning the Amendment Act No. 2 of 2008 on Political 
Parties needs to be done, and then revised. This is to fill the void of legal norms 
tied to provisions of the dismissal of members of political parties in the House of 
Representatives due to corruption.

Keywords: Authority, Political Party, House of Representatives, Corruption.

Abstrak
Parta� pol�t�k mempunya� peran strateg�s dalam negara demokras�. UUD NRI 
1945 telah mengatur kedudukan parta� pol�t�k dalam keh�dupan bernegara d� 
Indones�a. Parta� pol�t�k adalah satu-satunya organ�sas� yang dapat menjad� 
peserta pem�lu dan mengajukan calon untuk meng�s� jabatan-jabatan pol�t�k. 
1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
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Salah satu kewenangan parta� pol�t�k adalah mengajukan calon anggota DPR 
ba�k d� pusat maupun d� daerah. Sela�n mengajukan calon anggota DPR, parta� 
pol�t�k berwenang memberhent�kan anggota parta� pol�t�k yang duduk d� DPR. 
Bertolak dar� hal tersebut, penel�t�an �n� membahas dua pokok permasalahan 
ya�tu yang berka�tan kewenangan p�mp�nan parta� pol�t�k dalam mengusulkan 
pemberhent�an anggota DPR terka�t t�ndak p�dana korups� serta tentang konstruks� 
pengaturan  terhadap ketentuan pemberhent�an anggota DPR terka�t t�ndak 
p�dana korups�. Penel�t�an �n� d�laksanakan dengan menggunakan penel�t�an 
hukum normat�f yang d�lakukan melalu� anal�s�s terhadap norma dalam peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan has�l penel�t�an �n� bahwa parta� pol�t�k 
mempunya� peran sangat pent�ng dalam demokras� dan penyelenggaraan negara. 
Sela�n d�ber�kan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk meng�s� 
jabatan-jabatan pol�t�k d� eksekut�f dan leg�slat�f, parta� pol�t�k juga d�ber�kan 
kewenangan untuk melakukan pergant�an dan pemberhent�an anggota DPR. 
Terka�t dengan pemberhent�an anggota parta� yang duduk d� DPR seharusnya 
mengatur ketentuan yang sangat pent�ng sepert� masalah korups�. Hal �n� sebaga� 
langkah pencegahan dan dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang 
bebas KKN, sebab korups� mempunya� dampak sangat ser�us dalam keh�dupan 
berbangsa dan bernegara. Dengan dem�k�an judicial review dalam ketentuan 
Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Parta� Pol�t�k perlu d�lakukan, yang selanjutnya d�lakukan 
d�rev�s�. Hal �n� untuk meng�s� kekosongan norma hukum terka�t ketentuan 
pemberhent�an anggota parta� pol�t�k d� DPR yang d�sebabkan t�ndak p�dana 
korups�.

Kata Kunc�: Kewenangan, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat, 
         Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN
Pasca reformas� keberadaan 

parta� pol�t�k sangat mewarna� 
keh�dupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam berbaga� perhelatan pol�t�k, 
parta� pol�t�k menjalankan peran 
pent�ng yang menentukan. Amandemen 
UUD 1945, member�kan ruang yang 
cukup besar terhadap parta� pol�t�k 
dalam penyelenggaraan pemer�ntahan.
Parta� pol�t�k mempunya� kedudukan 
yang sangat pent�ng dalam s�stem 
ketatanegaraan d� Indones�a, sebab 
parta� pol�t�k d�ber�kan wewenang 
untuk mengajukan kader-kader 

terba�knya untuk d�calonkan meng�s� 
jabatan-jabatan pol�t�k dar� pusat 
sampa� daerah. Kewenangan yang 
cukup besar dan menentukan yang 
d�ber�kan oleh UUD NRI 1945 �n�lah 
yang menempatkan parta� pol�t�k 
mempunya� pos�s� sangat strateg�s.

Salah satu fungs� pent�ng parta� 
pol�t�k adalah rekrutmen pol�t�k 
ya�tu proses untuk peng�s�an jabatan-
jabatan pol�t�k. Terka�t dengan fungs� 
rekrutmen pol�t�k �n� telah d�atur 
dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 
tentang Parta� Pol�t�k, Pasal 29 ayat 
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(1) menentukan bahwa:Parta� pol�t�k 
melakukan rekrutmen terhadap warga 
negara Indones�a untuk menjad�:
a. anggota Parta� Pol�t�k;
b. bakal calon anggota Dewan 

Perwak�lan Rakyat dan Dewan 
Perwak�lan Rakyat Daerah;

c. bakal calon kepala daerah dan 
wak�l kepala daerah; dan

d. bakal calon Pres�den dan Wak�l 
Pres�den.
Dengan memperhat�kan 

kedudukan parta� pol�t�k yang telah 
d�atur ba�k d� dalam UUD NRI 1945 
dan UU No. 2 Tahun 2011, jelas 
bahwa parta� pol�t�k merupakan p�lar 
demokras� yang berperan pent�ng bag� 
kelangsungan suatu negara. Dapat 
pula d�katakan bahwa parta� pol�t�k 
merupakan penentu bag� kemajuan atau 
kemunduran suatu bangsa, sebab para 
pemangku kekuasaan dar� pusat sampa� 
daerah berasal dar� parta� pol�t�k. Parta� 
pol�t�k d� negara k�ta adalah pemasok 
utama leg�slator atau wak�lrakyat.3 Hal 
�n� sebaga�mana telah d�atur dalam 
konst�tus� k�ta, bahwa untuk menjad� 
wak�l rakyat melalu� pem�l�han umum 
harusmenjad� anggota parta� pol�t�k 
dan melalu� pencalonan yang d�lakukan 
oleh parta�pol�t�k.

Sela�n d�ber�kan kewenangan 
untuk mengajukan calon-calon untuk 
meng�s� jabatan-jabatan pol�t�k, parta� 
pol�t�k juga d�ber�kan kewenangan 
3 Ichlasul Amal & Samsur�zal Panggabean, 

2012, Reformasi Sistem Multi Partai Dan 
Peningkatan Peran DPR Dalam Proses 
Legislatif, dalam Ichlasul Amal, Dkk, Ed�tor, 
Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, T�ara 
Wacana, Yogyakarta, hlm. 177.

untuk melakukan pergant�an dan 
pemberhent�an seseorang dar� 
keanggotaannya d� parta� pol�t�k 
sekal�gus d� DPR yang d�kenal dengan 
�st�lah “recall”

Terka�t dengan kewenangan 
tersebut d� atas UU No. 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas UU No. 2 
Tahun 2008 tentang Parta� Pol�t�k, 
Pasal 16 mengatur:
(1) Anggota Parta� 

Pol�t�k d�berhent�kan 
keanggotaannyadar� Parta� 
Pol�t�k apab�la:

 a. men�nggal dun�a;
 b. mengundurkan d�r� secara 

tertul�s;
 c. menjad� anggota Parta� 

Pol�t�k la�n; atau
 d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhent�an 
keanggotaan Parta� Pol�t�k 
sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) d�atur d� dalam AD dan 
ART.

(3) Dalam hal anggota Parta� Pol�t�k 
yang d�berhent�kan adalah 
anggota lembaga perwak�lan 
rakyat, pemberhent�an dar� 
keanggotaan Parta� Pol�t�k 
d��kut� dengan pemberhent�an 
dar� keanggotaan d� lembaga 
perwak�lan rakyat sesua� dengan 
peraturan perundang-undangan.
Perbuatan t�ndak p�dana 

korups� merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sos�al dan hak-
hak ekonom� masyarakat, seh�ngga 
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t�ndak p�dana korups� t�dak dapat lag� 
d�golongkan sebaga� kejahatan b�asa, 
mela�nkan telah menjad� kejahatan 
luar b�asa. Seh�ngga dalam upaya 
pemberantasannya  t�dak lag� dapat 
d�lakukan secara b�asa, tetap� d�tuntut 
dengan cara-cara luar b�asa pula. 
Banyaknya penyelenggara negara 
khususnya anggota DPR yang terl�bat 
kasus korups�, meng�nd�kas�kan 
gagalnya pend�d�kan pol�t�k dan 
s�stem rekrutmen yang d�lakukan oleh 
parta� pol�t�k. Sebaga� penyelenggara 
negara, anggota DPR yang melakukan 
t�ndak p�dana korups� merupakan 
orang-orang yang d�calonkan oleh 
parta� pol�t�k.

Menurut Reydonnyzar Moenek, 
salah satu alasan maraknya anggota 
DPR/DPRD dan Kepala Daerah 
tersangkut kasus hukum terutama 
t�ndak p�dana korups� adalah 
pelaksanaan pem�lukada langsung dan  
model rekrutmen terbuka.4 D�mana 
s�apa saja dapat menjad� anggota DPR/
DPRD dan Kepala Daerah, d�tambah 
lag� t�ngg�nya b�aya pencalonan, 
seh�ngga mereka akan mencar� cara 
untuk mengembal�kan modalnya.

Kewenangan P�mp�nan 
parta� pol�t�k dalam mengusulkan 
pemberhent�an anggota DPR terka�t 
t�ndak p�dana korups� dalam ketentuan 
Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, 
t�dak mengatur syarat pemberhent�an 
anggota DPR karena faktor t�ndak 

4 Ruslan, Isma�l  Mage, 2013, Berpolitik Dengan 
Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi 
Korupsi), Thafa Med�a, Yogyakarta, hlm. 
250-251.

p�dana korups�, maka ketentuan dalam 
Pasal 16 ayat (1) terjad� kekosongan 
norma hukum. seh�ngga penul�s tertar�k 
untuk menjad�kannya suatu penel�t�an 
dengan judul “Kewenangan P�mp�nan 
Parta� Pol�t�k Dalam Mengusulkan 
Pemberhent�an Anggota DPR Terka�t 
T�ndak P�dana Korups�.”

Adapun permasalahan yang 
dapat d�tar�k dar� latar belakang d�atas 
adalah sebaga� ber�kut :
1. Baga�manakah kewenangan 

p�mp�nan parta� pol�t�k dalam 
mengusulkan pemberhent�an 
anggota DPR terka�t t�ndak 
p�dana korups�?

2. Baga�manakah konstruks� 
pengaturan terhadap 
pemberhent�an anggota DPR 
oleh p�mp�nan parta� pol�t�k 
terka�t t�ndak p�dana korups�?
Or�s�nal�tas dalam penel�t�an �n� 

pertama dar� art�kel jurnal oleh J�mly 
Assh�dd�q�e berjudul Parta� Pol�t�k dan 
Pem�l�han Umum sebaga� �nstrumen 
demokras� dar� jurnal konst�tus� 
volume 3 nomor 4 tahun 2006 
meny�mpulkan hubungan hukum, 
bukan hanya dengan parta� pol�t�k 
yangmerekrut dan mencalonkan nya 
dalam pem�l�han umum, tetap�p�l�han 
rakyat pem�l�h yang kemud�an 
d�kukuhkan dengan pengangkatan dan 
pengamb�lan sumpah sebaga� anggota 
DPR, telah melah�rkan hubungan 
hukum baru d� samp�ng yang telahada 
antara parta� pol�t�k yang mencalonkan 
dan calon terp�l�h. Kedua art�kel jurnal 
oleh Imam Yudh� Prasetya berjudul 
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Pergeseran Peran Ideolog� Dalam 
Parta� Pol�t�k dar� jurnal �lmu pol�t�k 
dan �lmu pemer�ntahan volume 1 
nomor 1 tahun 2011 meny�mpulkan 
�deolog� yang seharus d�jad�kan 
landasan parta� pol�t�k beserta kadernya 
dalam melakukan kerja-kerja pol�t�k 
yang menyangkut banyak hal tetap� 
�deolog� d�jad�kan konten penc�traan 
yang acapkal� man�pulat�f. Ideolog� 
kemud�an hanya menjad� aksesor�s 
dar� parta� pol�t�k, �deolog� d�kalahkan 
oleh kepent�ngan jangka pendek para 
el�t parta� pol�t�k dalam mengejar 
kepent�ngan pr�bad�. Fenomena 
menyul�tkan untuk mendapatkan calon 
yang tepat, bukan karena keterbatasan 
�nfomas� tetap� karena banyaknya 
�nformas� yang d�tawarkan tokoh 
dengan penc�traannya melalu� med�a 
yang ada, d�harapkan k�ta leb�h hat�-
hat� dalam menentukan p�l�han (dalam 
pem�lu).

Dar� penel�t�an-penel�t�an 
terdahulu yang telah d�paparkan d�atas 
perbedaannya  terhadap penel�t�an �n� 
adalah pengkaj�an dar� has�l penel�t�an 
�n� menjad� suatu hal baru d�t�njau dar� 
kewenangan p�mp�nan parta� pol�t�k 
terhadap anggota DPR yang terl�bat 
t�ndak p�dana korups�.

Tujuan dar� penel�t�an �n� 
adalah sebaga� ber�kut: menganal�sa 
dan mengetahu� kewenangan yang 
d�ber�kan oleh undang-undang terka�t 
pemberhent�an keanggotaan seseorang 
d� parta� pol�t�k dan d� DPR yang 
melakukan t�ndak p�dana korups�; 
sela�n �tu untuk mengkaj� kewenangan 

parta� pol�t�k terhadap pemberhent�an 
anggota DPR yang melakukan 
t�ndak p�dana korups� d� Indones�a; 
dan mengkaj� tentang konstruks� 
pengaturan terhadap pemberhent�an 
anggota DPR terka�t t�ndak p�dana 
korups� d� Indones�a.

II. METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an �n� adalah 

penel�t�an hukum normat�f. D�p�l�hnya 
jen�s penel�t�an hukum normat�f 
karena penel�t�an �n� mengura�kan 
permasalah-permasalahan yang ada, 
untuk selanjutnya d�bahas dengan 
kaj�an berdasarkan teor�-teor� hukum 
kemud�an d�ka�tkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
dalam praktek hukum.5Penel�t�an 
hukum normat�f tersebut mencakup 
beberapa hal ya�tu penel�t�an 
terhadap asas-asas hukum, penel�t�an 
terhadap s�stemat�ka hukum, 
penel�t�an terhadap taraf s�nkron�sas� 
hukum dalam art� vert�kal maupun 
hor�zontal, perband�ngan hukum 
dan sejarah hukum.6Pendekatan 
yang d�pergunakan dalam penel�t�an 
�n� adalah Pendekatan perundang-
undangan (statute approach);Suatu 
penel�t�an normat�f tentu harus 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan, karena yang akan d�tel�t� 
adalah berbaga� aturan hukum yang 
menjad� fokus sekal�gus tema sentral 

5 Soerjono Soekanto,2006, Penelitian Hukum 
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. 
Graf�ndo Persada, Jakarta, hlm.13.

6 Za�nudd�n, 2011, Metode Penelitian Hukum, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-30.  
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suatu penel�t�an.7 Pendekatan undang-
undang (statute approach) d�lakukan 
dengan menelaah semua undang-
undang dan regulas� yang bersangkut 
paut dengan �su hukum yang sedang 
d�tangan�. Has�l dar� telaah tersebut 
merupakan suatu argumen untuk 
memecahkan �su yang d�hadap�.8 Dan 
Pendekatan konseptual (conceptual 
approach), bahwa pendekatan 
konseptual b�asanya d�gunakan 
untuk mengura�kan dan menganal�s�s 
permasalahan penel�t�an yang 
beranjak dar� adanya norma kosong.9 
Pendekatan konseptual beranjak dar� 
pandangan-pandangan dan doktr�n-
doktr�n yang berkembang d� dalam 
�lmu hukum. Dengan mempelajar� 
pandangan-pandangan dan doktr�n-
doktr�n d� dalam �lmu hukum, penel�t� 
akan menemukan �de-�de yang 
melah�rkan pengert�an-pengert�an 
hukum, konsep-konsep hukum, dan 
asas-asas hukum yang relevan dengan 
�su yang d�hadap�.10

7 Johnny Ibrah�m, 2013, Teori & Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi), 
Bayumed�a Publ�s�ng, Malang, hlm. 303.

8  Peter Mahmud Marzuk�, 2010, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Med�aGroup, 
Jakarta, hlm. 93.

9 I Made Pasek D�antha, 2016, Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi 
Teori Hukum), Prenada Med�a Group, Jakarta, 
hlm. 159.

10 Peter Mahmud Marzuk�, 2010, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Med�aGroup, 
Jakarta, hlm.95.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kewenangan Pimpinan Partai 

Politik dalam Mengusulkan 
pemberhentian anggota DPR 
terkait tindak pidana korupsi
Dalam demokras� perwak�lan, 

kekuasaan tert�ngg� (kedaulatan) 
beradad� tangan rakyat, tetap� dalam 
pelaksanaannya d�jalankan oleh wak�l-
wak�l rakyat yang d�p�l�h melalu� 
pem�lu. Pada umumnya negara-negara 
yang menyelenggarakan demokras� 
perwak�lan dengan jalan yang berbeda-
beda, sesua� dengan kebutuhan dan 
kond�s� suatu negara. Perbedaan 
d�maksud antara la�n menunjuk pada:
1. cara penyusunan lembaga 

perwak�lan;
2. cara dar� wak�l-wak�l 

rakyat menduduk� lembaga 
perwak�lan;

3. cara pengamb�lan keputusan 
dalam lembaga perwak�lan;

4. tugas dan wewenang lembaga 
perwak�lan, yang erat ka�tannya 
dengan r�nc�an mater� muatan 
yang terkandung dalam konst�tus� 
mas�ng-mas�ng negara.11

Demokras� perwak�lan 
d�laksanakan dalam s�tuas� negara 
dengan jumlah penduduk yang 
besar, dan w�layah yang sangat luas. 
Dengan kond�s� dem�k�an, demokras� 
d�lakukan melalu� perwak�lan, dengan 
cara melakukan pem�lu. Tujuan 

11 Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan 
Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan 
Indonesia dan Perbandingannya Dengan 
Negara-negara Lain, Nusamed�a, Bandung, 
hlm. 212.
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pelaksanaan pem�lu adalah terp�l�hnya 
wak�l rakyat dan terselenggaranya 
pemer�ntahan yang benar-benar sesua� 
dengan p�l�han rakyat. Pem�lu yang 
t�dak mampu mencapa� tujuan �tu 
hanya akan bers�fat formal�tas sebaga� 
pember�an leg�t�mas� bag� pemegang 
kekuasaan negara, pem�lu dem�k�an 
adalah pem�lu yang keh�langan ruh 
demokras�. 

Menurut J�mly, tujuan 
penyelenggaraan pem�l�han umum �tu 
ada 4 (empat), ya�tu untuk:
a. untuk memungk�nkan terjad�nya 

peral�han kepem�mp�nan 
pemer�ntahan secara tert�b dan 
dama�;

b. untuk memungk�nkan terjad�nya 
pergant�an pejabat yang akan 
mewak�l� kepent�ngan rakyat d� 
lembaga perwak�lan;

c. untuk melaksanakan pr�ns�p 
kedaulatan rakyat; dan

d. untuk melaksanakan pr�ns�p hak-
hak asas� warga negara.12

Lembaga perwak�lan rakyat 
atau parlemen d�sebut dengan 
berbaga� macam �st�lah sesua� 
dengan bahasa yang d�paka� d� set�ap 
negara. Bentuk, susunan, kedudukan, 
dan kewenangannya pun beraneka 
ragam sesua� dengan perkembangan 
kebutuhan set�ap negara. Namun secara 
umum, lembaga perwak�lan rakyat 
�tu pada mulanya d�pandang sebaga� 
representas� mutlak warga negara 

12 J�mly Ass�dd�q�e, 2006, Partai Politik 
Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen 
Demokrasi, Jurnal Konst�tus�, Vol. 4, Nomor 
3, Desember, hlm. 13.

dalam rangka �kut serta menentukan 
jalannya pemer�ntahan. Apa yang 
d�putuskan oleh parlemen, �tulah yang 
d�anggap sebaga� keputusan rakyat 
yang berdaulat.13

Wak�l rakyat terp�l�h yang 
d�tetapkan berdasarkan perolehan 
suaraterbanyak mem�l�k� leg�t�mas� 
pol�t�k yang kuat. Hal mana leg�t�mas� 
sepert�  �tu  t�dak  d�dapatkan  
dalam   s�stem dengan mekan�sme 
penentuan calon terp�l�h berdasarkan 
nomor urut.14Has�l pem�lu yang 
d�selenggarakan dalam suasana 
keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berser�kat, 
d�anggap dengan cukup akurat 
mencerm�nkan  part�s�pas� serta 
asp�ras� masyarakat.15

Dalam hal pem�l�han umum 
untuk mem�l�h wak�l rakyat d� lembaga 
DPR, Pasal 19 Ayat (1) UUD NRI 
1945, menentukan bahwa: “Anggota 
Dewan Perwak�lan Rakyat d�p�l�h 
melalu� Pem�l�han Umum”. Ketentuan 
tersebut mewujudkan bahwa rakyatlah 
pemegang kedaulatan tert�ngg�. Hal 
�n� merupakan wujud pelaksanaan dar� 
pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
dan semak�n mengokohkan leg�t�mas� 
DPR sebaga� wak�l rakyat.

Dewan Perwak�lan Rakyat 
mempunya� fungs�, kewenangan, 
tugas  dan hak-hak sebaga� anggota 
13 J�mly Assh�dd�q�e,2008, Pokok-Pokok Hukum 

Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, 
Jakarta, hlm.153.

14  Kha�rul Fahm�, 2011, Pemilihan Umum & 
Kedaulatan Rakyat, Rajagraf�ndo Persada, 
Jakarta, hlm. 268.

15  Chol�s�n & Nas�wan, 2012, Dasar-Dasar Ilmu 
Politik, Ombak, Yogyakarta, hlm. 134.
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yang telah d�atur ba�k dalam UUD NRI 
1945 maupun dalam undang-undang. 
Abcar�an dan Masnnat mengatakan 
bahwa secara trad�s�onal, fungs� utama 
lembaga-lembaga leg�slat�f adalah 
menetapkan keb�jaksanaan umum yang 
meng�kat seluruh anggota masyarakat 
secara autor�tat�f. 16

Dalam konteks Indones�a 
menurut J�mly, peran dan fungs� 
Dewan Perwak�lan Rakyat mencakup 
t�ga komponen utama ya�tu fungs� 
leg�slas�, fungs� anggaran dan fungs� 
pengawasan.17 Hal �n�sebaga�mana 
ketentuan dalam Pasal 20A ayat (1) 
UUD NRI 1945, bahwa:“Dewan 
Perwak�lan Rakyat mem�l�k� fungs� 
leg�slas�, fungs� anggaran,dan fungs� 
pengawasan.”

Dalam perjalanannya anggota 
DPR yang merupakan wak�l rakyat 
banyak yang tersangkut kasus korups�, 
seh�ngga menunjukkan lemahnya 
s�stem kader�sas� oleh parta� pol�t�k. 
Hal �n� tentu sangat bertolak belakang 
dengan peran parta� pol�t�k yang sangat 
sentral, sebab rekrutmen hamp�r dar� 
semua lembaga negara mel�batkan 
parta� pol�t�k yang mem�l�k� kurs� d� 
DPR.

Dalam hal pemberhent�an 
anggota DPR, Pasal 22B UUD NRI 
1945 telah mengatur sebaga� ber�kut; 
“Anggota Dewan Perwak�lan Rakyat 
dapat d�berhent�kan dar� jabatannya, 

16 Pa�m�n Nap�tupulu, 2007, Menuju 
Pemerintahan Perwakilan, Alumn�, Bandung, 
hlm.25.

17 J�mly Ass�d�qq�e, 2015,Pengantar Ilmu Hukum 
Tata Negara, RadjaGraf�ndo Persada, Jakarta, 
hlm. 300.

yang syarat-syarat dan tata caranya 
d�atur dalam undang-undang”.
Ketentuan Pasal 22B UUD NRI 1945 
tersebut d� atas terka�t pemberhent�an 
anggota DPR dar� jabatannya. Tentang 
syarat dan tata cara pemberhent�an 
tersebut d�t�ndaklanjut� dengan 
pengaturan leb�h khusus, termasuk 
lembaga yang d�ber� kewenangan 
untuk melaksanakannya.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 
tentang Parta� Pol�t�k dan UU No. 17 
tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD, yang memuat ketentuan 
tentang pemberhent�an anggota 
DPR. Dar� ketentuan atas kedua 
undang-undang tersebut d� atas, maka 
parta� pol�t�k d�ber�kan kewenangan 
untuk melakukan pergant�an dan 
pemberhent�an anggota DPR.

Terka�t dengan pemberhent�an 
anggota DPR, UU No. 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD, 
mengatur  sebaga� ber�kut: Pasal 239 
ayat (2) huruf d dengan ketentuan: 
“anggota DPR dapat d�berhent�kan 
apab�la d�usulkan oleh parta� pol�t�knya 
sesua� dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Pasal 239 
ayat (2) huruf g dengan ketentuan: 
“anggota DPR dapat d�berhent�kan 
apab�la d�berhent�kan sebaga� anggota 
parta� pol�t�k sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
Pasal 240 ayat (1) “Pemberhent�an 
anggota DPR sebaga�mana d�maksud 
dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan 
huruf b serta pada ayat (2) huruf c, 
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huruf d, huruf g, dan huruf h d�usulkan 
oleh p�mp�nan parta� pol�t�k kepada 
p�mp�nan DPR dengan tembusan 
kepada Pres�den”.

Adapun ketentuan dalam Pasal 
16 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas UU No. 2 
Tahun 2008 Tentang Parta� Pol�t�k, 
mengatur sebaga� ber�kut:“Dalam 
hal anggota Parta� Pol�t�k yang 
d�berhent�kan adalah anggota lembaga 
perwak�lan rakyat, pemberhent�an 
dar� keanggotaan Parta� Pol�t�k 
d��kut� dengan pemberhent�an dar� 
keanggotaan d� lembaga perwak�lan 
rakyat sesua� dengan peraturan 
perundang-undangan”.

Dalam     ketatanegaraan      wewenang 
d�deskr�ps�kan sebaga� kekuasaan 
hukum (rechtsmacht).18Wewenang 
tersebut mempunya� leg�t�mas� yang 
kuat dar�rakyat, karena pada dasarnya 
undang-undang d�buat oleh wak�l 
rakyat. J.G Brouwer berpendapat pada 
atr�bus�, kewenangan d�ber�kan kepada 
satu organ (�nst�tus�) pemer�ntahan 
atau lembaga negara oleh suatu 
badan leg�slat�f yang �ndependen. 
Kewenangan �n� adalah asl�, yang t�dak 
d�amb�l dar� kewenangan sebelumnya. 
Badan leg�slat�f menc�ptakan 
kewenangan yang mand�r� dan bukan 
perluasan kewenangan sebelumnya 
dan member�kan kepada organ yang 
berkompeten.19

18 Mustafa Lutf�, 2010, Hukum Sengketa 
Pemilukada Di Indonesia, UII Press, 
Yogyakarta, hlm.11.

19 Ibid, hlm.15.

Dar� ketentuan Pasal 16 UU No. 
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Parta� 
Pol�t�k, maka berdasarkan ketentuan 
tersebut d� atas, sumber kewenangan 
parta� pol�t�k dalam hal  pemberhent�an 
anggota parta� pol�t�k d� DPR langsung 
dar� Undang-Undang (atr�bus�). 

Putusan MK Nomor 008/PUU-
IV/2006  tentang penguj�an Pasal 
85 ayat (1) huruf c Undang-undang 
Republ�k Indones�a Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan 
Pasal 12 huruf b Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parta� 
Pol�t�k dan Putusan MK Nomor 38/
PUU-VIII/2010 tentang Penguj�an 
Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf 
h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, telah menguatkan kedudukan 
parta� pol�t�k dalam hal kewenangan 
dalam pemberhent�an anggota parta� 
pol�t�k d� DPR.

Kewenangan yang sangat 
strateg�s �n� tentunya t�dak boleh 
d�pergunakan untuk kepent�ngan-
kepent�ngan pr�bad� atau kelompok. 
Kewenangan �n� sudah seharusnya 
untuk men�ngkatkan peran pent�ng 
parta� pol�t�k, khususnya yang anggota-
anggotanya duduk d� DPR untuk 
kepent�ngan bangsa dan negara.
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3.2. Bagaimanakah konstruksi 
pengaturan terhadap 
pemberhentian anggota DPR 
oleh pimpinan partai politik 
terkait tindak pidana korupsi
Pemer�ntahan yang demokrat�s 

pada dasarnya adalah pemer�ntahan 
yang mengedepankan kebebasan 
untuk membangun part�s�pas� warga 
negaranya, yang sekal�gus harus 
d��mbang� dengan ketaatan pada 
norma hukum yang berlaku, ba�k 
oleh pemer�ntah maupun oleh warga 
negaranya tanpa ada pengecual�an 
(equality before the law).

Dalam UUD NRI 1945 
Amandemen, kedudukan parta� pol�t�k 
telah d�atur dan mempunya� pos�s� 
sangat strateg�s dalam ketatanegaraan 
d� Indones�a. Beberapa pasal yang 
mengatur tentang parta� pol�t�k dalam 
UUD NRI 1945 adalah sebaga� 
ber�kut:

Pasal 6A Ayat (2), dengan 
ketentuan bahwa:

“Pasangan calon Pres�den dan 
Wak�l Pres�den d�usulkan oleh parta� 
pol�t�k atau gabungan parta� pol�t�k 
peserta pem�l�han umum sebelum 
pelaksanaan pem�l�han umum”.

Pasal 22E Ayat (3), dengan 
ketentuan bahwa:

“Peserta pem�l�han umum untuk 
mem�l�h anggota Dewan Perwak�lan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwak�lan 
Rakyat Daerah adalah parta� pol�t�k”.

Selanjutnya terka�t dengan 
pem�l�han Gubernur, Bupat� dan 
Wal�kota dalam Pasal 18 ayat (4) 

UUD NRI 1945, bahwa pem�l�hannya 
d�lakukan secara demokrat�s. 
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) �n�, dalam 
hal rekrutmen d�t�ndaklanjut� dan 
d�atur dalam undang-undang parta� 
pol�t�k.

Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 
2011, menentukan bahwa:“Parta� 
Pol�t�k melakukan rekrutmen terhadap 
warganegara Indones�a untuk 
menjad�:
a. anggota Parta� Pol�t�k;
b. bakal calon anggota Dewan 

Perwak�lan Rakyat dan Dewan 
Perwak�lan Rakyat Daerah;

c. bakal calon kepala daerah dan 
wak�l kepala daerah; dan

d. bakal calon Pres�den dan Wak�l 
Pres�den”.
DPR d�bentuk oleh rakyat lewat 

parta� pol�t�k merupakan lembaga 
yang amat pent�ng untuk demokras�, 
karena mereka yang menempat� kurs� 
d� lembaga tersebut adalah wak�l-
wak�l rakyat. Pekerjaan utama mereka 
adalah mem�k�rkan kepent�ngan 
dan kebutuhan rakyat yang mereka 
wak�l�, meng�dent�f�kas� masalah-
masalah yang d�hadap� rakyat, dan 
menyusun undang-undang yang 
menjam�n terwujudnya kepent�ngan 
d�maksud. Sadar bahwa DPR sebaga� 
lembaga pembentuk undang-undang 
d� dalamnya sarat dengan kepent�ngan, 
maka sudah seharusnya lembaga 
tersebut t�dak dapat melepaskan d�r� 
dar� keg�atan kontrol.20

20  Eddy Purnama, Op.Cit, hlm. 248-249.
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Lemahnya akuntab�l�tas 
wak�l rakyat terp�l�h t�dak terlepas 
dar�ket�adaan mekan�sme kontrol 
yang leb�h ketat oleh rakyat terhadap 
wak�lnya yang duduk d� lembaga 
perwak�lan. Ket�adaan mekan�sme 
kontrol d�sebabkan t�dakterbangunnya 
�katan �nst�tus�onal antara anggota DPR 
dengan pem�l�h pascapem�lu.21Dengan 
dem�k�an perlu adanya lembaga yang 
mem�l�k� tugas utamasebaga� penjaga 
moral anggota DPR melalu� penegakan 
kode et�k ya�tu MahkamahKehormatan 
DPR.

T�ndakan-t�ndakan yang 
melanggar hukum khususnya t�ndak 
p�dana korups� banyak terjad� d� 
l�ngkungan DPR. Hal �n� tentu sangat 
mempr�hat�nkan. DPR yang seharusnya 
sebaga� kepanjangan tangan rakyat, 
justru bert�ndak menyak�t� rakyat. 
Mereka yang d�p�l�h oleh rakyat, 
justru melakukan prakt�k korups� uang 
rakyat. 

Dalam rangka menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat 
DPR sebaga� lembaga perwak�lan 
rakyat, maka d� bentuk Mahkamah 
Kehormatan DPR. 

Pasal 119 UU No. 17 Tahun 
2014, mengatur bahwa:
(1) Mahkamah Kehormatan 

Dewan d�bentuk oleh DPR dan 
merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bers�fat tetap.

21 Kha�rul Fahm�, 2010, Prinsip Kedaulatan 
Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan 
Umum Anggota Legislatif,Jurnal Konst�tus�, 
Volume 7, Nomor 3, Jun�, Sekretar�at Jenderal 
Dan Kepan�teraan Mahkamah Konst�tus�, 
Jakarta, hlm. 152.

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan 
sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) bertujuan menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebaga� 
lembaga perwak�lan rakyat.
Dengan dem�k�an MKD 

merupakan salah satu alat kelengkapan 
yang bers�fat tetap. Pembentukan 
MKD d� DPR merupakan respon 
atas sorotan publ�k terhadap k�nerja 
sebag�an anggota DPR yang buruk, 
m�salnya dalam hal rendahnya t�ngkat 
kehad�ran dan konfl�k kepent�ngan. 
Secara prakt�k, anggota DPR d�p�l�h 
secara langsung oleh rakyat, akan 
tetap� saluran untuk pencalonan sesua� 
UUD NRI 1945 adalah melalu� parta� 
pol�t�k. 

Wewenang mengusulkan 
anggota DPR untuk d�berhent�kan 
dapat melalu� dua p�ntu, yakn� 
MKD dan parta� pol�t�k. Dalam 
hal anggota DPR d�usulkan oleh 
MKD untuk d�berhent�kan, Pasal 
147 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, menentukan bahwa:“Putusan 
Mahkamah Kehormatan Dewan 
mengena� pemberhent�an tetap anggota 
sebaga�mana d�maksudpada ayat (1) 
harus mendapatkan persetujuan rapat 
par�purna”.

Dalam Pasal 240 ayat (1) UU 
No.17 Tahun 2014tersebut d� atas, 
bahwa ketentuan yangmenyebutkan 
“d�usulkan oleh p�mp�nan parta� 
pol�t�k kepada p�mp�nan DPRdengan 
tembusan kepada Pres�den”. Ketentuan 
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tersebut menurut N�’matul Huda 
dapat d�makna� keputusan recalling 
terhadap anggota DPR barulah usul 
dan keputusannya terserah p�mp�nan 
DPR danPres�den.22

J�ka d�l�hat pelaksanaan tugas-
tugas koord�nat�f dan protokoler 
p�mp�nan DPR maka p�mp�nan DPR 
bukanlah ‘atasan’ para anggotaDPR. 
Pelaksanaan pergant�an antar waktu 
anggota DPR harus leb�h dahulu 
d�musyawarahkan kepada p�mp�nan 
DPR dan peresm�annya d�lakukan oleh 
Pres�den,  kedua tata cara prosedural 
tersebut hanyalah formal�tas belaka. 
Menurut Undang-Undang, menggant� 
anggota DPR adalah wewenang penuh 
orsospol dalam hal �n� parta� pol�t�k.23

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 
tentang Parta� Pol�t�k, telah d�atur 
juga tentang pemberhent�an anggota 
parta� pol�t�k d� DPR, Pasal 16 ayat 
(3) menentukan bahwa: “Dalam 
hal anggota Parta� Pol�t�k yang 
d�berhent�kan adalah anggota lembaga 
perwak�lan rakyat, pemberhent�an 
dar� keanggotaan Parta� Pol�t�k 
d��kut� dengan pemberhent�an dar� 
keanggotaan d� lembaga perwak�lan 
rakyat sesua� dengan peraturan 
perundang-undangan.”

Sebaga� organ�sas� yang 
d�ber�kan wewenang mengajukan 
calon pejabat pol�t�k, parta� pol�t�k 

22 N�’matul Huda,2011, Dinamika 
Katatanegaraan Indonesia Dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, 
Yogyakarta hlm. 166.

23 Yusr�l Ihza Mahendra, 1966, Dinamika Tata 
Negara Indonesia, Gema Insan� Press, Jakarta, 
hlm.151

juga mempunya� wewenang untuk 
melakukan usulan pergant�an dan 
pemberhent�an anggota DPR. Usulan 
pergant�an dan pemberhent�an �n� 
yang laz�m d�sebut recall, merupakan 
kekuasaan pol�t�k yang sangat rentan 
dengan kesewenang-wenangan. Hal 
�n� d�sebabkan p�mp�nan parta� pol�t�k 
dapat mengusulkan pergant�an dan 
pemberhent�an seseorang dar� parta� 
pol�t�k dan keanggotaannya d� DPR 
hanya berbekal pelanggaran AD/ART 
oleh seorang anggota parta�.

Pasca keluarnya Putusan MK No. 
22-24/PUU-VI/2008 tentang s�stem 
pem�lu propors�onal terbuka dengan 
suara terbanyak, seharusnya terka�t 
hak recall t�dak sepenuhnya d�m�l�k� 
parta� pol�t�k. Pem�l�h dalam hal �n� 
rakyat juga mempunya� hak, apakah 
anggota parta� pol�t�k d� DPR tersebut 
layak d�gant� atau d�berhent�kan. Hal 
�n� pent�ng agar t�dak terjad� t�ndakan 
sewenang-wenang oleh parta� pol�t�k. 
Art�nya t�dak b�sa seorang anggota DPR 
beg�tu mudah d�gant� dan d�berhent�kan 
karena berbeda pandangan dengan 
�nduk organ�sas�nya.

Dalam hal pengaturan 
pemberhent�an anggota DPR yang 
kewenangannya d�ber�kan oleh parta� 
pol�t�k, tentu dasar pert�mbangan 
pemberhent�an tersebut t�dak boleh 
d�dasarkan semata pada urusan pol�t�k. 
Tetap� harus d�l�hat secara menyeluruh 
termasuk d� dalamnya mel�ndung� 
hak seseorang. Ketentuan �tu juga 
sekal�gus menunjukkan kons�stens� 
dalam menerapkan paham supremas� 
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hukum, ya�tu bahwa set�ap orang sama 
d� depan hukum, seh�ngga set�ap warga 
negara harus tunduk pada hukum. 
Namun dem�k�an dalam menegakkan 
hukum �tu harus d�lakukandengan 
cara-cara yang sesua� dengan hukum.

Negara hukum atau The Rule 
Of Law yang hendak k�ta perjuangkan 
atau tegakkan d� neger� �n� �alah suatu 
negara hukum dalam art�annya yang 
mater��l, The Rule Of Law, yang 
bertujuan untuk menyelenggarakan 
kesejahteraan umum jasman�ah dan 
rohan�ah, berdasarkan pr�ns�p-pr�ns�p 
hukum yang benar dan ad�l, seh�ngga 
hak-hak dasar warga negara betul-
betul d�hormat�(to respect), d�l�ndung� 
(to protect), dan d�penuh� (to fulfil).24

Penggunaan suatu hak recall 
parta� pol�t�k terhadap anggota DPR 
dalamart� kewenangan semata-mata 
dengan tujuan untuk menjatuhkan 
anggota DPR merupakan t�ndakan 
pelanggaran hak asas�. Penyalahgunaan 
hak recall parta� pol�t�k art�nya 
akt�v�tas parta� pol�t�k yang t�mbul dar� 
penggunaan haknya yang merug�kan 
anggota DPR dengan men�mbulkan 
ket�daknyamanan atau terganggunya 
anggota DPR tersebut.

Kewenangan yang d�ber�kan 
kepada parta� pol�t�k terka�t 
pemberhent�an anggota DPR 
khususnya yang d�sebabkan oleh 
t�ndak p�dana korups� sudah 
seharusnya d�atur. Dengan mas�h 
24  Abdul Mukth�e Fadjar, 2013, Perjuangan Untuk 

Sebuah Negara Hukum Yang Bermartabat, 
dalam Har�yono, Dkk, Ed�tor, Membangun 
Negara Hukum Yang Bermartabat, Setara 
Press, Malang, hlm. 5.

d�ber�kannya hak recall d� tangan 
parta� pol�t�k, maka hal �n� t�dak boleh 
d�lakukan secara sewenang-wenang. 
Sudah seharusnya pemberhent�an 
anggota DPR d�sebabkan karena hal-
hal yang merug�kan rakyat, dan bukan 
karena kesewenang-wenangan parta� 
pol�t�k. Hak recall yang terukur pada 
hak�katnya t�daklah bertentangan 
dengan demokras�.25

Lembaga recall t�dak 
d�maksudkan untuk dom�nas� parta� 
pol�t�k yang tanpa batas (t�ran� parta� 
pol�t�k), tetap� harus d�letakkan 
pada kerangka propors�onal�tas 
dan obyekt�f�tas menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Lembaga recall bertujuan untuk 
melakukan pengawasan (control) 
terhadap anggota parta� pol�t�k yang 
menjad� anggota Dewan Perwak�lan 
Rakyat, yang pada g�l�rannya 
d�harapkan dapat men�ngkatkan 
k�nerja, akuntab�l�tas dan �ntegr�tas 
anggota Dewan Perwak�lan Rakyat �tu 
send�r�. 

Sebaga� badan pengawas, 
pengatur dan wak�l, parlemen modern 
adalah pusat perjuangan untuk 
mewujudkan dan memel�hara tata 
kelola pemer�ntahan yang ba�k dan 
untuk memberantas korups�. Anggota 
parlemen adalah �nt� demokras�.26 
Parlemen harus d��s� oleh orang-orang 
ber�ntegr�tas untuk mendorong tata 
kelola pemer�ntahan yang ba�k dan 
bebas KKN.

25  N�’matul Huda, Op.Cit, hlm.184.
26 Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas 

Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional), 
Yayasan Obor, Jakarta, hlm.89-90.
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Sebaga�  organ�sas� yang 
d�ber�kan hak �st�mewa untuk 
mengajukan calon-calon pem�mp�n 
pol�t�k, sudah seharusnya parta� pol�t�k 
member�kan calon-calon yang bers�h. 
Banyaknya anggota parta� pol�t�k yang 
duduk d� berbaga� lembaga pol�t�k 
khususnya d� DPR yang terl�bat 
korups�, k�ranya undang-undang parta� 
pol�t�k perlu d�t�njau kembal�.

Menurut Mar�a Far�da Indrat�, 
peraturan perundang-undangan yang 
ba�k harus berdasarkan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-
undangan. Hal �n� sebaga� pedoman 
atau suatu rambu-rambu dalam 
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang ba�k.27Menurut Bag�r 
manan, suatu peraturan perundang-
undangan yang ba�k d�dasar� pada 3 
(t�ga) hal, yakn�: dasar yur�d�s, dasar 
sos�olog�s dan dasar f�losof�s.28

Ket�ga landasan �n� menjad� 
pent�ng agar peraturan yang d�bentuk 
menjad� efekt�f, seh�ngga dapat 
d�ter�ma secara wajar dan luas serta 
berlaku untuk jangka waktu yang 
panjang. D� samp�ng �tu, peraturan 
perundang-undangan yang ba�k adalah 
peraturan yang mampu memenuh� 
rasa kead�lan dan menjam�n kepast�an 
hukum serta memenuh� harapan dan 
tuntutan masyarakat.

Dar� ura�an d� atas konstruks� 
terhadap ketentuan pemberhent�an 
27 Mar�a Far�da Indrat�,2007, Ilmu Perundang-

Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan), 
Kan�s�us, Yogyakartah. 252.

28 Rachmat Tr�jono, 2014, Dasar-dasar Ilmu 
Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas 
S�nar S�nant�, Jakarta, hlm. 40.

anggota DPR yang pent�ng adalah 
merev�s� ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
UU No. 2 Tahun 2011 yakn� dengan 
merumuskan ketentuan tentang 
t�ndak p�dana korups� sebaga� salah 
satu syarat pemberhent�an anggota 
DPR, dengan pert�mbangan bahwa 
sebaga� penyelenggara negara, DPR 
harus bers�h dan bebas KKN serta 
mempert�mbangkan bahwa korups� 
bertentangan dengan tujuan bernegara 
yang terdapat dalam Pancas�la sebaga� 
dasar negara dan Pembukaan UUD 
1945 dan merumuskan ketentuan 
mekan�sme pengusulan pemberhent�an 
anggota DPR yang terka�t t�ndak 
p�dana korups� oleh p�mp�nan parta� 
pol�t�k.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan d�atas 

dapat d�s�mpulkan sebaga�  ber�kut:
1. Parta� pol�t�k yang d�ber�kan 

kewenangan mengajukan 
calon anggota DPR, d�ber�kan 
kewenangan juga untuk 
melakukan pemberhent�an 
anggota parta� pol�t�k d� DPR. 
Ketentuan tentang syarat 
pemberhent�an anggota parta� 
pol�t�k d� DPR dalam Pasal 16 
ayat (1) saat �n� sangat normat�f, 
sepert� karena men�nggal dun�a, 
p�ndah parta� la�n dan melanggar 
AD/ART. Ketentuan la�n sebaga� 
syarat pemberhent�an anggota 
parta� pol�t�k d� DPR sepert� 
karena melakukan korups� 
t�dak d�atur, sementara banyak 
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anggota parta� pol�t�k d� DPR 
terjerat kasus korups�.

2. Konstruks� pengaturan terhadap 
ketentuan dalam Pasal 16 UU 
No. 2 Tahun 2011, member�kan 
kewenangan kepada parta� pol�t�k 
untuk melakukan pemberhent�an 
anggota parta� pol�t�k d� DPR.
Merujuk Pasal 22B UUD NRI 
Tahun 1945 maka syarat-syarat 
pemberhent�an anggota parta� 
pol�t�k d� DPR yang d�atur dalam 
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) 
mas�h sangat normat�f, belum 
mengatur konstruks� syarat yang 
leb�h khusus, sepert� t�ndak 
p�dana korups�.
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